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ERFIN DJAIS (B111 11 306), TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 
SESEORANG YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA 
ILLEGAL LOGGING (Studi Kasus Putusan Nomor : 52/ Pid.B/ 2014/ 
PN.Ekg), di bawah bimbingan Bapak Muhadar sebagai Pembimbing I 
dan Ibu Hj. Nur Azisah sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil dan hukum pidana formil terhadap seseorang yang turut serta 
melakukan Tindak Pidana Illegal Logging dalam  Putusan Nomor: 
52/PID/B/2014/PN.Ekg dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim 
dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara seseorang yang turut serta 
melakukan Tindak Pidana Illegal Logging dalam Putusan Nomor: 
52/PID/B/2014/PN.Ekg. 
  
Penelitian ini dilakukan di Enrekang, khususnya di Pengadilan 
Negeri Enrekang, Kejaksaaan Negari Enrekang dan Dinas Kehutanan 
Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan 
data dan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Penerapan Hukum pidana, 
baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil terhadap 
seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana menebang pohon di 
dalam hutan tanpa hak dalam Putusan Nomor. 52/Pid.B/2014/PN.Ekg, 
yang telah diterapkan  dalam putusan tersebut telah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh 
unsur-unsur dalam dakwaaan Pasal 50 Ayat (3) huruf e jo Pasal 78 Ayat 
(5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas 
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-
undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH-Pidana serta Pertimbangan hukum 
Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa 
dalam putusan Nomor : 52/Pid.B/2014/PN.Ekg terdakwa dipidana dengan 
pidana penjara 6 (Enam) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak 
pidana menebang pohon di dalam hutan tanpa hak. Pertimbangan Hakim 
dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam perkara ini 
telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari 
pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan para saksi, alat 
bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang mendukung. Dalam 
hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan 
menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan 
yang dilakukan dengan pertimbangan terdakwa telah terbukti secara sah 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sumber daya hutan merupakan satu ciptaan Tuhan Yang Maha 
Kuasa yang memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga 
keseimbangan alam di jagad raya ini. Sebab di dalam hutan telah di 
ciptakan segala makhluk hidup baik besar, kecil, maupun yang tidak 
dapat di lihat oleh mata. Di samping itu, di dalamnya juga hidup 
tumbuhan yang menjadi hamparan, yang menjadi satu kesatuan utuh, 
hal ini menjadi sumber kekayaan yang dapat di kelolah dengan baik, 
yang dipergunakan untuk membangun bangsa dan Negara. 
Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan Negara, maka hak-hak 
bangsa dan Negara atas hutan dan hasilnya perlu di jaga dan di 
pertahankan supaya hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi 
kepentingan bangsa dan Negara itu sendiri. 
 Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia 
merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang di 
pergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, sebagai yang di 
amanatkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan: 
Bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya di 
pergunakan untuk sebesar-besar keperluan rakyat. 
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Pembangunan hutan merupakan salah satu sasaran 
pembangunan nasional yang diharapkan dapat memberikan manfaat 
yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pembangunan 
hutan yang diharapkan sebagaimana dapat terwujud, tetapi hal itu 
hanyalah sesuatu yang akan sulit terjadi, hal ini adalah karena 
maraknya praktek Illegal Logging yang terjadi di Indonesia. Illegal 
logging sekarang ini menjadi permasalahan yang sangat serius di 
Indonesia karena dapat menimbulkan masalah multi dimensi yang 
berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. 
Hal tersebut merupakan konsekuensi dari fungsi hutan yang 
hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung 
tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan 
(ekologi), serta fungsi sosial. 
Data terakhir menyebutkan bahwa kerusakan hutan di Indonesia  
mencapai luas sekitar 101,73 juta hektar di mana 59,62% juta hektar 
berada dalam kawasan hutan dan 42,11 juta hektar berada di luar 
kawasan hutan dengan laju deforestasi mencapai 2,8 juta hektar 
pertahun. Sedangakan berdasarkan perhitungan yang di lansir WWF 
dan Bank Dunia di temukan data, bahwa 78% kayu yang beredar di 
hutan Indonesia berasal dari hasil praktik illegal logging.1 
Mengacu pada statistik di atas, jelas juga berdampak langsung 
pada kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Upaya 
                                                 
1 Supriadi. 2011. Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia. Jakarta: PT. Sinar 
Grafika. hlm. 300. 
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memanfaatkan situasi berupa tindakan pelanggaran hukum di bidang 
kehutanan, khususnya pencurian kayu oleh sebagian masyarakat 
desa sekitar hutan yang tidak bertanggung jawab. Pencurian kayu dari 
tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang mengakibatkan 
kerugian yang di derita oleh masyarakat semakin bertambah. 
Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, khususnya di Kabupaten 
Enrekang, sebagian masyarakat yang bermukim di kawasan hutan 
lebih memilih menggantungkan hidupnya pada hasil hutan, meski 
lahan hutan dari usahan pertanian kering. Mengingat kondisi tanah di 
sebagian daerah ini yang relatif kurang mendukung usaha pertanian 
intensif (berkapur dan berbukit-bukit), maka hasil pertanian kurang 
mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini masih di tambah 
dengan penguasaan lahan yang relatif sempit, sebagian besar masih 
diolah secara terbatas dengan mengandalkan musim penghujan, hal 
ini di sebabkan karena sistem irigasi teknis yang belum banyak 
berkembang. Alhasil, masyarakat di sekitar hutan mulai terdesak akan 
berbagai kebutuhan hidupnya sehingga mereka mulai melakukan 
upaya agar kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi namun dengan 
melakukan pencurian kayu (Illegal Logging) di kawasan hutan.  
Selain rendahnya keadaan ekonomi masyarakat sekitar hutan, 
hal lain yang menyebabkan semakin meningkatnya illegal logging 
adalah minimnya jumlah petugas keamanan hutan dan kurangnya 
sarana pengamanan hutan yang dimiliki oleh pemerintah, seperti 
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senjata api yang di gunakan petugas dalam menjaga keamanan hutan 
dari tindak pidana illegal logging. Upaya pengamanan hutan pada 
dasarnya mempunyai tujuan untuk melestarikan sumber daya alam 
hutan dalam rangka usaha menjaga fungsi hutan. 
Permasalahan illegal logging sebenarnya menjadi masalah yang 
kompleks bagi pembangunan kehutanan, namun menyadari arti 
penting hutan bagi kelangsungan hidup umat manusia pada 
umumnya, maka pelestarian hutan mutlak dilakukan untuk mencegah 
tindak pidana illegal logging yang hanya mengacu pada keuntungan 
pribadi semata tanpa memandang arti penting hutan bagi masyarakat 
pada umumnya. 
Olehnya itu, mengingat pentingnya peran hutan serta untuk 
menciptakan ketertiban dan kenyamanan masyarakat, pemerintah 
selayaknya berperan aktif dalam mengambil langkah baik preventif 
maupun represif untuk menanggulangi praktek illegal loging yang telah 
lama terjadi. 
Maka dari itu, disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan mampu menjadi instrument yang efektif baik 
bagi pemerintah setempat maupun aparatur penegak hukum untuk 
menindak para pelaku illegal logging. Karena dengan penegakan 
hukum (law enforcement) yang tegas dan tanpa pandang bulu di 
yakini dapat meminimalisir praktek illegal logging sebagaimana dasar 
di undangkannya. 
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Berdasarkan kajian di atas, penulis ingin mengkaji sejauh mana 
implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan dan kaitannya terhadap praktik illegal logging yang terjadi 
di Kabupaten Enrekang, dengan mengangkat judul, Tinjauan Yuridis 
Terhadap Seseorang yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana 
Illegal Logging (Studi Kasus Putusan Nomor: 
52/PID/B/2014/PN.EKG). 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat 
diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dan hukum 
pidana formil terhadap seseorang yang turut serta melakukan 
Tindak Pidana Illegal Logging dalam  Putusan Nomor: 
52/PID/B/2014/PN.EKG? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
Putusan terhadap seseorang yang turut serta melakukan Tindak 
Pidana Illegal Logging dalam  Putusan Nomor: 
52/PID/B/2014/PN.EKG?  
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis dapat 
mengemukakan tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai 
berikut: 
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1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dan hukum 
pidana formil terhadap seseorang yang turut serta melakukan 
Tindak Pidana Illegal Logging dalam  Putusan Nomor: 
52/PID/B/2014/PN.EKG. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan Putusan terhadap seseorang yang turut serta 
melakukan Tindak Pidana Illegal Logging dalam  Putusan Nomor: 
52/PID/B/2014/PN.EKG. 
D. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian diharapkan bermanfaat baik secara teoritis 
maupun praktikal. 
1. Kegunaan teoritis:  
a. Untuk menambah khazanah pengembangan ilmu hukum, 
khususnya pada program Kekhususan Praktisi Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 
b. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi kalangan 
akademisi dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian 
lanjutan tinjauan yuridis tentang tindak pidana illegal logging 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan. 
2. Kegunaan praktikal:  
a. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi para penegak 
hukum, khususnya bagi hakim di pengadilan Negeri Enrekang 
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dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana 
yang sama yang berlaku. 
b. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses 
pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk 






















A. Pengertian Yuridis 
 
Secara harfiah, istilah yuridis itu sendiri berasal dari bahasa 
Romawi kuno, yakni “Yuridicus”. Pada masa kejayaan kerajaan 
Romawi hampir semua daratan eropa berada di bawah 
kekuasaannya, oleh karena itu, hukum yang berlaku di daratan eropa 
sangat dipengaruhi oleh hukum Romawi. Istilah Yuridicus dalam 
hukum Romawi berkembang pula di Perancis yang dikenal dengan 
istilah "Yuridique". Perancis yang kala itu di bawah kepemimpinan 
Napoleon Bonaparte berhasil menghasilkan kodifikasi hukum pidana, 
yakni Code Penal. Keberhasilan Perancis merampungkan kodifikasi 
hukum pidana ini pun banyak berpengaruh terhadap perkembangan 
hukum, khususnya di daratan eropa continental. Di Belanda sendiri, 
Yuridique disebut dengan istilah “Yuridisch” yang berarti, menurut 
hukum.2 
Mengacu pada pengertian yang demikian ini pendekatan yuridis 
pada hakekatnya menunjuk pada suatu ketentuan, yaitu harus 
terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus, yaitu ilmu 
hukum dogmatik. Jadi tinjauan yuridis secara terminologi dapat 
diartikan sebagai analisis terhadap suatu permasalahan dengan 
                                                 
2 Herman. 2011. Penelitian atau Pengkajian Ilmu Hukum Normatif. Dikutip pada laman 
website: http://lawismyway.blogspot.com/2011/01/penelitian-atau-pengkajian-ilmu-hukum.html 
Diakses pada hari Senin, 3 Juli 2015. 
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menggunakan pendekatan normatif, berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Maka dari itu, tinjauan yuridis bermakna sama dengan ruang 
lingkup Hukum Pidana Materil, yaitu kumpulan aturan hukum yang 
menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi 
pelanggar pidana untuk dapat dihukum, dan menunjukkan orang 
dapat dihukum, serta dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran 
pidana.3 
Berdasarkan uraian di atas, pokok-pokok bahasan Tinjauan 
Yuridis meliputi 6 (enam) aspek, sebagai berikut: 
1. Jenis tindak pidana; 
2. Pelaku tindak pidana; 
3. Aturan yang dilanggar; 
4. Unsur-unsur tindak pidana; 
5. Sanksi pidana; dan 
6. Pertanggungjawaban pidana. 
B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit 
yang berasal dari bahasa Belanda. Dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan penjelasan satupun 
                                                 
3 Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan 
Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta: Rangkang Education dan 
PuKAP Indonesia. hlm. 9. 
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mengenai apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu sendiri. 
Tindak pidana dalam bahasa Belanda yang disebut Strafbaarfeit,  
terdiri atas tiga kata, yaitu straf berarti pidana dan hukum, baar 
diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit sebagai tindak, 
peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.4 
Sejumlah pakar hukum menerjemahkan strafbaarfeit itu ke 
dalam berbagai istilah dan pengertian seperti: perbuatan pidana, 
peristiwa pidana, pelanggaran pidana, tindak pidana, delik dan 
sebagainya. Untuk lebih mengetahui berbagai definisi dari tindak 
pidana, maka Penulis mengutip beberapa pengertian tindak 
pidana dari beberapa ahli hukum. 
Menurut  Jonkers,5 Strafbaarfeit dirumuskan sebagai: 
Peristiwa pidana yang diartikannya sebagai ”suatu perbuatan 
yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan 
dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh 
orang yang dapat mempertanggungjawabkan. 
 
Sedangkan oleh Pompe,6 Strafbaarfeit diartikan sebagai: 
Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) 
yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah 
dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman 
terhadap pelaku tersebut adalah demi ketertiban hukum. 
 
                                                 
4  Ibid., hlm.19 
5 Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stetsel Pidana, Teori-Teori 
Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo. hlm. 75. 
6 P. A. F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti. hlm. 182. 
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Selanjutnya, menurut Hazewinkel Suringa,7 mengemukakan 
bahwa: 
Straafbaarfeit sebagai suatu perilaku manusia yang pada 
suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan 
hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus 
ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan 
sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di 
dalamnya. 
 
Sedangkan menurut Simons,8 merumuskan strafbaarfeit 
sebagai: 
Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan 
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh 
seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan 
sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. 
 
Mulyatno, menerjemahkan istilah strafbaarfeit dengan 
perbuatan pidana:9 
Istilah ”perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya 
suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu 
yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan 
sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata 
”perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena 
yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu 
adalah hanya manusia. 
 
Sementara S. R. Sianturi,10 menggunakan delik sebagai 
tindak pidana. Lebih lanjut, Sianturi memberikan perumusan 
tindak pidana sebagai berikut: 
                                                 
7 Ibid. hlm. 181. 
8 Ibid, hlm. 185. 
9 Teguh Prasetyo. 2011. Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 48. 
10 Amir Ilyas. Op.Cit., hlm. 22.  
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Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, 
waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) 
dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat 
melawan hukum, serta dengan kesalahan di lakukan oleh 
seseorang (yang bertanggung jawab). 
 
Sianturi berpendapat bahwa istilah tindak adalah merupakan 
singkatan dari kata ”tindakan” berarti orang yang melakukan 
disebut sebagai penindak. Tindakan apa saja dilakukan semua 
orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat 
dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya menurut golongan 
dalam pekerjaan dan menurut golomgam kelamin. Sianturi 
menjelaskan bahwa menurut golongan kelamin misalnya wanita 
atau pria sedangkan menurut golongan dalam pekerjaan misalnya 
seperti buruh, pegawai dan lain-lain sebagainya. 
Menurut Andi Zainal Abidin Farid,11 istilah delik merupakan 
istilah yang paling tepat karena: 
1. Bersifat universal, semua orang di dunia mengenalnya; 
2. Bersifat ekonomis karena singkat; 
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, 
perbuatan pidana (bukan peristiwa yang dipidana), tapi 
perbuatannya; dan 
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik yang 
diwujudkan oleh koorperasi, orang yang tidak dikenal 
menurut hukum pidana ekonomi Indonesia. 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Menurut Lamintang,12 unsur-unsur tindak pidana dibagi 
menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-
                                                 
11 Andi Zainal Abidin Farid. 1987. Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa 
Pengupasan tentang Delik-Delik Khusus). Jakarta: Penerbit Prapanca. hlm. 145. 
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unsur objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif itu adalah 
unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang 
berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya 
yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hati. Sedang yang 
dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur 
yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam 
keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus 
di lakukan. 
Lanjut Lamintang mengemukakan unsur-unsur subjektif dari 
tindak pidana sebagai berikut: 
1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus atau culpa); 
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau 
poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 
KUHP; 
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang 
terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan 
pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-
lain; 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad 
seperti yang misalnya yang terdapat di dalam Pasal 340 
KUHP; dan 
5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain 
terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 
308 KUHP. 
 
Sedangkan unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana 
itu adalah: 
1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya ”keadaan sebagai 
seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan 
menurut Pasal 415 KUHP atau ”keadaan sebagai 
                                                                                                                                     
12 Lamintang. Op.cit., hlm. 193. 
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pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di 
dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan 
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan 
sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai 
akibat. 
 
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, menurut Teguh 
Prasetyo,13 di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur 
tindak pidana, yaitu: 
a. Unsur obyektif 
Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang 
ada yang hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam 
keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu 
harus dilakukan. Terdiri dari: 
1) Sifat melanggar hukum. 
2) Kualitas dari si pelaku. 
Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam 
kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau 
keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu 
perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 
398 KUHP. 
3) Kausalitas 
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
 
b. Unsur subyektif 
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau 
yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di 
dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam 
hatinya. 
 
Dan unsur ini terdiri dari: 
1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus atau 
culpa); 
2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan 
dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; 
3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam 
kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, 
dan sebagainya; 
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dala 
Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang 
direncanakan terlebih dahulu; dan 
                                                 
13 Teguh Prasetyo. Op.cit., hlm. 50. 
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5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 
KUHP. 
 
Sedangkan menurut Moeljatno,14 unsur-unsur atau elemen 
perbuatan pidana terdiri dari: 
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan). 
Misalnya ada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS 
tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana 
seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin 
ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada 
Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang 
PNS.  
 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 
Misanya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa 
penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal 
ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai 
perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di 
muka umum. 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 
Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan 
tertentu seseorang terdakwa telah dapat dianggap 
melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, 
tetapi dengan keadaan  tambahan tadi ancaman 
pidananya lalu diberatkan.  
 
d. Unsur melawan hukum yang objektif. 
Unsur melawan hukum yang menunjuk pada keadaan 
lahir atau objektif yang menyertai perbuatan. 
 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang 
pelaku kejahatan itu sendiri. 
 
3.   Penyertaan dalam Tindak Pidana 
Pada saat ini hampir semua tindak pidana melibatkan lebih 
dari seseorang, terutama dalam tindak pidana korupsi. Artinya 
dalam melakukan tindak pidana terdapat orang lain yang turut 
                                                 
14 Ibid. hlm. 52. 
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serta dalam pelaksanaan tindak pidana, sehingga 
pertanggungjawabannya pun harus dibagi diantara peserta karena 
mereka mengambil atau memberi sumbangan dalam bentuk 
perbuatan kepada peserta lain sehingga tindak pidana itu 
terlaksana. 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam 
suatu tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih. 
Hubungan antara peserta dalam menyelesaikan tindak pidana 
tersebut dapat bermacam-macam, yaitu : 
i. Bersama-sama melakukan suatu kejahatan. 
ii. Seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan 
sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang 
lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. 
iii. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, 
sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak 
pidana tersebut.15 
Sehubungan dengan itu, Utrecht mengatakan bahwa 
pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut 
pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat 
melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri 
tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun 
mereka bukan pembuat, dalam artian (perbuatan mereka tidak 
memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana), masih juga 
mereka (turut) bertanggungjawab atau dapat dituntut 
pertanggungjawaban mereka atas dilakukannya peristiwa pidana 
itu, karena tanpa turut sertanya mereka sudah sudah tentu 
                                                 
     15 Teguh Prasetyo, Op. Cit., hlm, 203-204. 
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peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.Inilah rasio Pasal 55 
KUHP.16 
Di dalam KUHP berkaitan dengan dengan masalah 
deelneming atau penyertaan ini dibedakan : 
1) Pelaku (dader) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 
KUHP. 
 
Ketentuan Pasal 55 KUHP secara eksplisit menentukan 
siapa yang disebut sebagai pelaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 
55 KUHP dibedakanmenjadi 4 macam pelaku, yaitu: 
Pasal 55 ayat 1: 
1. Orang yang melakukan (dader) sendiri.yang dimaksud disini 
adalah orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana. 
Sedangkan pelakunya adalah tunggal. Dalam tindak pidana 
yang pelakunya tunggal orang yang melakukan adalah setiap 
orang yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam 
perumusan delik. 
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau middellijk 
daderschap. 
Istilah doenplegen dimaksudkan adalah seseorang yang 
berkehendak melakukan suatu tindak pidana, tetapi ia tidak 
melakukannya sendiri dengan menyuruh orang lain 
melakukannya. Konstitusi yuridis menurut Sahetapy adalah 
“orang yang menyuruh melakukan” tersebut harus memenuhi 
syarat bahwa yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan menurut KUHP. Dengan kata lain 
dapat dikatakan, orang yang “menyuruh melek” itu 
mempergunakan orang lain “sebagai alat tak berkehendak”. 
3. Orang yang turut melakukan (medeplegen) atau 
mededaderschap. 
Bentuk deelneming ini terjadi apabila beberapa orang bersama-
sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. 
a. Apabila beberapa orang melakukan suatu perbuatan pidana 
secara bersama-sama. Jadi dengan kekuatan dader sendiri. 
b. Antara (beberapa) orang yang secara bersama-sama 
melakukan perbuatan pidana itu harus ada kesadaran 
bahwa mereka bekerjasama. Kesadaran antara peserta 
tindak pidana itu pada umumnya dianggap ada/timbul 
apabila beberapa peserta itu sebelum melakukan suatu 
tindak pidana melakukan perundingan/pemufakatan untuk 
                                                 
     16 E. Utrecht, 1994. Hukum Pidana II. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm. 9.  
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melakukan tindak pidana. Namun adanya perundingan/ 
pemufakatan tersebut bukanlah syarat mutlak medepleger 
sudah dianggap ada apabila antara peserta tindak pidana itu 
dengan sadar bekerjasama pada waktu melakukan tindak 
pidana itu. 
4. Orang yang membujuk/menggunakan orang lain (vitlokhing) 
Yang dikatakan sebagai pembujuk/orang yang menggerakkan 
orang lain adalah mereka yang dengan memberi atau 
menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan 
atau martabat, kesempatan sarana atau keterangan, sengaja 
menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan 
(pidana).17 
 
2) Dalam Pasal 56 KUHP disebutkan bahwa seseorang 
akan dipidana sebagai pembantu sesuatu kejahatan 
karena : 
a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu 
kejahatan dilakukan. 
b. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu 
kejahatan dilakukan atau keterangan untuk melakukan 
kejahatan.18 
C. Tindak Pidana Illegal Logging 
1. Pengertian Tindak Pidana Illegal Logging 
Pengertian illegal logging dalam Undang-Undang Kehutanan 
tidak secara jelas menyebutkan tentang pengertian tersebut, 
begitupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain.  
Namun dalam The Contemporary English Indonesian 
Dictionari sebagaimana diikuti Salim, illegal artinya tidak sah, 
dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam Black’s 
Dictionary, illegal artinya forbidden by law; unlawfull’s artinya yang 
                                                 
    17 A. Fuad Usfa, 2006. Pengantar Hukum Pidana. Malang: UMM Press. Hlm. 113-114. 
     18 Ibid, hlm, 115. 
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dilarang menurut hukum atau tidak sah. Log dalam bahasa Inggris 
artinya, batang kayu atau kayu gelondongan, dan logging artinya 
menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.19  
Definisi lain dari illegal logging  adalah operasi/kegiatan 
kehutanan yang belum mendapat izin dan merusak. Forest Watch 
Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch (GFW), membagi 
penebangan liar (illegal logging) menjadi dua, yaitu: pertama, yang 
dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan-
ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua, melibatkan pencuri 
kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang sama sekali tidak 
mempunyai hak legal untuk menebang pohon.20 
Sedangkan menurut Rahmawati Hidayati dkk.,21 mengatakan 
bahwa: 
Illegal logging berdasarkan terminologi bahasa berasal 
daridua suku kata, yaitu illegal yang berarti praktik 
pemanenan kayu yang tidak sah, dan logging yang berarti 
pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan demikian, illegal 
logging dapat diartikan sebagai praktik pemanenan kayu 
yang tidak sah. 
 
Selanjutnya, menurut Prasetyo,22 terdapat 7 (tujuh) dimensi 
dari kegiatan illegal logging, yaitu: 
1. Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya atau 
belum ada izinnya atau izin yang telah kadaluarsa; 
2. Praktik, apabila pada praktiknya tidak menerapkan praktik 
logging yang sesuai peraturan; 
                                                 
19 Supriadi. Op.Cit., hlm. 298. 




3. Lokasi, apabila dilakukan diluar lokasi izin, menebang 
dikawasan konservasi/lindung, atau usul lokasi tidak dapat 
ditunjukkan; 
4. Produksi kayu, apabila kayu sembarang jenis (dilindungi), 
tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu, 
tidak ada tanda pengenal perusahaan; 
5. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu; 
6. Melakukan perbuatan melanggar hukum bidang 
kehutanan; dan 
7. Penjualan, apabila pada saat penjualan tidak ada 
dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan. 
 
Jadi, berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan 
bahwa ruang lingkup tindak pidana illegal logging adalah kegiatan 
di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan 
yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga 
kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah 
atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau 
perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Illegal Logging 
Ada tiga jenis pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi 
pidananya dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), yaitu pidana penjara, 
pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan 
untuk melakukan perbuatan pidana. Ketiga jenis pidana ini dapat 
dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif. Hal ini dapat kita lihat 
dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU 
Kehutanan.  
21 
Uraian tentang ketentuan pidana dan sanksinya terhadap 
kegiatan illegal logging menurut UU Kehutanan adalah sebagai 
berikut: 
Pertama, setiap orang dilarang merusak prasarana dan 
sarana perlindungan hutan. (Pasal 50 ayat (1)). Barang siapa 
dengan sengaja merusak prasarana dan sarana perlindungan 
hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar 
rupiah) (Pasal 78 ayat (1)).    
Kedua, setiap orang yang diberikan izin pemanfaatan 
kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha 
pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin hasil 
pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang 
melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan (Pasal 
50 ayat (2). Barangsiapa yang melanggar ketentuan ini, diancam 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda 
paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) (Pasal 78 
ayat (1)). 
Ketiga, setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon 
dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak (Pasal 50 ayat(3) 
huruf c) sampai dengan: 
a. 500 (lima ratus) meter dari tepi danau atau waduk;  
b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan 
sungai di daerah rawah; 
c. 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan sungai; 
d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 
e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dan tepi jurang; dan 
f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan 
pasang terendah dari tepi pantai. 
Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) (Pasal 78 ayat (2)). 
 Keempat, setiap orang dilarang untuk menebang pohon 
atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa 
memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang (Pasal 50 ayat 
(3) huruf e). Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) (Pasal 78 ayat 
(4)). 
Kelima, menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, 
menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang 
diketahui patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil 
atau dipungut secara tidak sah (Pasal 50 ayat (3) huruf f). 
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Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp. 5.000.0000.000,- (lima miliar rupiah) (Pasal 78 ayat (4)). 
Keenam, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan 
yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan 
sahnya hasil hutan (Pasal 50 ayat (3) huruf h). Pelanggaran 
terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 
10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 78 ayat (6)). 
Ketujuh, membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya 
yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut 
hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang 
berwenang (Pasal 50 ayat(3) huruf j). 
Kedelapan, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk 
menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan 
hutan tanpa izin pejabat berwenang (Pasal 50 ayat (3) huruf k). 
Pelanggaran terhadap ketentuan ini, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 
1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) (Pasal 78 ayat (9)). 
Kesembilan, Negara melakukan perampasan terhadap hasil 
hutan dan alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan 
untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran (Pasal 78 ayat 
(15)). Dalam penjelasannya disebutkan benda yang termasuk alat-
alat angkut antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, pontoon, 
tugboat, perahu layar, helikopter dan lain-lain. 
 
Dari uraian tentang rumusan ketentuan pidana dan 
sanksinya yang diatur oleh UU Kehutanan di atas, maka dapat 
ditemukan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk 
penegakan hukum pidana terhadap kejahatan illegal logging yaitu 
sebagai berikut: 
a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan; 
b. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga 
merusak hutan; 
c. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang dan pantai 
yang ditentukan Undang-Undang; 
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d. Menebang pohon tanpa izin; 
e. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, 
menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan 
yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan 
illegal; dan 
f. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan 
hasil hutan tanpa izin. 
 
D. Tinjauan Umum Perlindungan Hutan 
1. Dasar Hukum Perlindungan Hutan 
Dasar hukum perlindungan hutan, dapat kita lihat pada 
konstitusi negara sebagai hukum tertinggi (highest law), yakni 
yang ditegaskan pada alinea IV pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) bahwa: 
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah                
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan 
sosial maka disusunlah. 
 
Hal tersebut di atas, kemudian dijabarkan dalam Pasal 33 
ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “bumi, air serta 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
rakyat”. 
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Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu pada bagian 
II angka 2 dinyatakan bahwa: 
bumi, ruang angkasa dan yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara, yang mana arti dikuasai bukan berarti 
dimiliki, akan tetapi memberikan wewenang kepada negara 
sebagai organisasi tertinggi untuk: 
a. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan 
penyelidikan dan pemeliharaan; 
b. Menentukan hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian dari 
bumi, air, ruang angkasa; dan 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dengan pembuatan hukum yang 
mengenai bumi,air, dan ruang angkasa. 
 
Selain sumber hukum di atas, kita akan mengaitkannya 
dengan sumber hukum perlindungan hutan, yakni sebagaimana 
yang ditegaskan dalam UU Kehutanan sebagai berikut: 
Pasal 46 
 
Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konsevasi alam 
bertujuan menjaga hutan dan lingkungannya, agar fungsi 
lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai 




Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha 
untuk: 
a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil 
hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, 
kebakaran daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan 
b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, 
masyarakat dan perorangan atas hutan, investasi serta 
penyakit yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. 
 
Pasal 51 ayat (1) 
 
Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka 
kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat 
pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus. 
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Dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
dijelaskan bahwa  setiap orang yang memasukkan ke dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, 
mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, 
membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan 
pengelolaan B3. 
 
Kemudian dalam Pasal 59 ayat (1) (2) dan (3) disebutkan 
juga : 
 
(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib 
melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. 
(2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 
ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti 
ketentuan pengelolaan limbah B3. 
(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri 
pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan 
kepada pihak lain. 
  
 Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009  tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang juga dijadikan sebagai 
payung hukum Undang-Undang Kehutanan bahwa Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan 
terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup 
dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan 
hukum.23 
 
Dalam UU ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 pasal 69 
mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, 
memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan 
limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan 
dengan cara membakar, dan lain sebagainya.24 
 
Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas 
dan jelas tercantum pada Bab XV tentang ketentuan pidana pasal 
97-123. Salah satunya adalah dalam pasal 103 yang berbunyi: 
Setiap orang yang menghasilkan limbah benda berbahaya dan 
                                                 
23 https://demesdharmesty.wordpress.com/2014/02/10/undang-undang-no-32-
tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/ 
24 Ibid., hlm.23 
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beracun (B3) dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 
paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).25 
 
2. Subyek Perlindungan Hutan 
Subyek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi 
pendukung hak dan kewajiban, atau lebih singkatnya disebut 
pendukung hak dan kewajiban. Lebih lanjut disebutkan, bahwa 
subyek hukum adalah orang, yang menurut hukum terdiri atas 
manusia dan badan hukum.26  
Meskipun demikian, tidak semua manusia dipandang cakap 
untuk berbuat hukum. Golongan yang dimaksud dikenal dengan 
personal miserabile yang terdiri atas: 
1. Manusia yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum 
kawin (minderjarigheid); atau 
2. Manusia dewasa yang berada di bawah kuratele 
(pengampuan). 
Badan hukum dianggap oleh hukum sebagai orang karena 
badan hukum itu mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang 
terpisah dari pengurusnya.27  
Di bidang hukum perlindungan hutan yang menjadi subjek 
hukum perlindungan hutan adalah sebagaimana yang diakui oleh 
peraturan di bidang kehutanan seperti pemegang Hak 
                                                 
25 Ibid., hlm.23 
26 Rusli Effendy, dkk. 1991. Teori Hukum. Makassar: Hasanuddin University Press. hlm. 16.  
27 Ibid. hlm. 21. 
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Pengusahaan Hutan (HPH) atau Hak Penguasaan Hasil Hutan 
(HPHH), pemegang Izin Pengelolaan Kayu (IPK), Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), Koperasi dan personal atau perorangan.28 
Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa 
subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban dari 
subyek hukum perlindungan hutan, yakni hak sebagaimana diatur 
dalam Pasal 8 sampai Pasal 12 Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 21 Tahun 1970 sebagaimana yang telah diubah dan 
ditambah dengan PP Nomor 8 Tahun 1975 tentang perubahan 
Pasal 9 PP Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan 
Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), yaitu 
untuk menebang kayu dengan cara tebang pilih, pengelolahan 
dan pemasaran hasil hutan yang berdasar atas kelestarian hutan, 
tindakan lain yang sesuai dengan ketentuan untuk keperluan 
pengusahaan hutan seperti penanaman bahan makanan untuk 
kebutuhan sendiri, pembuatan jembatan, dan lain-lain. Hak ini 
merupakan hak bagi pemegang HPH/HPHH. 
Sedangkan hak bagi pemegang Hak Pengusahaan Hutan 
Tanaman Industri (HPHTI) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 
11 PP Nomor 7 Tahun 1990 tentang HPHTI. Untuk memanfaatkan 
Hasil Hutan pada akhir berdasarkan HPHTI yang telah diberikan 
                                                 
28 Bambang Pamulardi. 1995. Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan. 
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 314. 
28 
kepadanya, yang dimulai dengan tindakan penanaman. Hak 
pemegang izin serta ketentuan yang berlaku. 
Ketiga hak tersebut di atas, merupakan hak yang diberikan 
oleh negara kepada subjek hukum kehutanan, disamping itu 
terdapat pula hak yang ada karena pengangkutan undang-
undang. 
Seperti makna yang tersirat dalam Pasal 11 ayat (1) UU 
Kehutanan yang mengatur pengurusan hutan milik dilakukan oleh 
pemiliknya. Dalam hal ini, undang-undang secara tidak langsung 
telah mengakui hak pemilik atas hutan milik tersebut. Di samping 
itu, dikenal pula hak-hak masyarakat adat dan hak perorangan 
untuk menempatkan hutan sepanjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.29  
Kewajiban subyek hukum terhadap hutan telah ditetapkan 
dalam Undang-Undang yakni: 
a. Kewajiban masyarakat yang diatur dalam Pasal 15 (3) UU 
Kehutanan yang menyatakan bahwa untuk terlaksananya 
perlindungan hutan ini dengan sebaik-baiknya, maka 
rakyat diikutsertakan. Dalam penjelasan, hal tersebut 
bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah saja, 
melainkan juga kewajiban masyarakat karena fungsi hutan 
menguasai hajat hidupnya.  
                                                 
29 Ibid. hlm. 322. 
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b. Kewajiban pemegang hak yang diatur  didalam UU 
Kehutanan Pasal 48 (3) bahwa pemegang izin usaha 
pemanfaatan hutan sebagaimana yang dimaksud Pasal 
27 dan Pasal 19 serta pihak-pihak yang menerima 
wewenang pengelolaan hutan sebagaimana yang 
dimaksud Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam 
areal kerjanya. 
3. Jenis Perlindungan Hutan 
Ketentuan tentang perlindungan hutan semula diatur dalam 
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok 
Kehutanan (UUPK), kemudian diubah dengan Pasal 46 sampai 
dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan ditentukan 4 (empat) macam perlindungan, yaitu 
perlindungan atas: 
a. Hutan; 
b. Kawasan hutan; 
c. Hasil hutan; dan 
d. Investasi. 
 
Di dalam PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan 
ditentukan empat (4) macam perlindungan, yaitu:  
a. Perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan lainnya 
(Pasal 4, 5, 6) yaitu suatu usaha untuk menjaga dan 
melindungi kawasan hutan dan hutan cadangan yang 
telah ditentukan peruntukannya. Area tersebut harus 
dipasangi pal-pal batas sebagai pemberitahuan kepada 
masyarakat bahwa hutan tersebut telah ditentukan 
sebagai kawasan hutan atau hutan cadangan. 
b. Perlindungan tanah hutan (Pasal 7 dan 8), yaitu suatu 
usaha untuk menjaga dan mempertahankan tanah di 
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sekitar kawasan hutan dengan menggunakan alat yang 
tidak sesuai dengan kondisi tanah dan lapangan, 
penebangan pohon dekat dengan mata air, waduk dan 
sungai. 
c. Perlindungan terhadap kerusakan hutan (Pasal 9 sampai 
Pasal 12) yaitu suatu usaha untuk menjaga dan 
melindungi hutan dari kerusakan yang disebabkan oleh 
perbuatan manusia, ternak daya-daya alam, kebakaran, 
hama dan penyakit. 
d. Perlindungan hasil hutan (Pasal 13 dan 14) merupakan 
suatu usaha untuk melindungi dan menjaga hak-hak 
negara terhadap hasil hutan melalui kegiatan pengukuran 
dan pengujian hasil hutan. 
 
E. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 
Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu 
saja dilakukan karena apa yang diputuskan merupakan tindakan 
pidana dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang 
diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-
wenang dalam memberikan putusan. Sifat arif, bijaksana serta adil 
harus dimiliki oleh seorang hakim karena hakim adalah sosok yang 
masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan 
mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. 
Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 
197 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi: 
Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari 
pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-
penentuan kesalahan terdakwa. 
 
Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHAP yang 
menyatakan bahwa: 
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Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 
 
Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan 
bahwa:30 
Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-
fakta di dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah 
menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, pandangan 
doktrin,yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani 
kemudian secara limitative menetapkan pendiriannya. 
 
Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 
52) naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern 
Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa 
dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal 
berikut:31 
a. Kesalahan pembuat tindak pidana; 
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
c. Cara melakukan tindak pidana; 
d. Sikap batin pembuat tindak pidana; 
e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak 
pidana; 
f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak 
pidana; 
g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak 
pidana; 
h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang 
dilakukan; 
i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga 
korban; dan 
j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana. 
 
                                                 
30 Lilik Mulyadi. 2007. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti. hlm 193-194. 
 
31 Bambang Waluyo. 2008. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 91. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN  
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Enrekang, khususnya di Pengadilan 
Negeri Enrekang, Kejaksaaan Negari Enrekang dan Dinas Kehutanan 
Kabupaten Enrekang. Pada instansi tersebut Penulis dapat 
memperoleh data yang akurat karena disamping memiliki kompetensi 
terkait objek penelitian, juga merupakan tempat yang paling berperan 
dalam penanganan tindak pidana, khususnya tindak pidana Illegal 
Logging. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan sekunder. 
1. Data Primer adalah data atau informasi yang diperoleh langsung 
dari lokasi penelitian. Data atau informasi tersebut diperoleh 
melalui kegiatan wawancara dengan pihak terkait, seperti hakim, 
jaksa, dan pihak terkait lainnya. 
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian atau 
penelaahan berbagai sumber kepustakaan, dokumen, laporan-
laporan, dan termasuk data yang bersumber dari PN Enrekang 
yang berkaitan dengan kebutuhan data dalam penelitian. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam Teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan cara: 
1. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Data atau informasi yang diperoleh langsung dengan pihak 
Kejaksaan Negeri Enrekang, pihak Pengadilan Negeri Enrekang 
serta dengan pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang. 
2. Penelitian Kepustakaan (Librang Research) 
Data yang diperoleh dari kajian atau penelehaan berbagai sumber 
kepustakaan, dokumen, laporan-laporan, dan termasuk data yang 
bersumber dari Pengadilan Negeri Enrekang yang berkaitan 
dengan kebutuhan data dalam pengadilan 
D. Analisis Data 
Data hasil peneitian, baik data primer maupun data sekunder 
diolah dengan menafsirkan gejala dalam hubungannya dengan 
landasan teori dan landasan yuridis digunakan analisis kualitatif 
dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang 
nyata. Dimana sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 







A. Penerapan Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil 
Terhadap Seseorang yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana 
Illegal Logging Dalam Putusan Nomor. 52/Pid.B/2014/PN.Ekg. 
1. Posisi Kasus 
 Tindak Pidana illegal logging yang terjadi di Desa Tuncong 
Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dengan posisi kasus 
sebagai berikut:  
Kejadian kasus ini pada pagi hari sekitar pukul 10.00 Wita 
pada bulan Juli 2013 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu 
dalam Tahun 2013, bertempat di Kawasan Hutan Lindung Buttu 
Bulo-Bulo Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang 
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang. 
Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa telah 
terjadi penebangan pohon di salah satu kawasan hutan lindung 
yang ada di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang kemudian 
ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Tugas Kepala Dinas 
Kehutanan dengan Nomor : 356/090/ST/VIII/2013 tanggal 1 
Agustus 2013 dan Nomor : 356/090/ST/VIII/2013 tanggal 13 
Agustus 2013 untuk melakukan patroli sekaligus mengecek 
kebenaran informasi tersebut dimana terjadinya lokasi penebang 
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pohon. Pada saat masuk dalam kawasan hutan lindung itu akhirnya 
saksi Syamsul Bahri,S.Hut Bin Syamsuddin, saksi Ikwan Ammar 
Bin Ammar alias Iwan dan saksi Iswahyudi,A.Md Bin Baso alias 
Wawan menemukan lokasi penebangan kayu tersebut di mana 
lokasinya termasuk dalam kawan hutan lindung Buttu bulo-bulo 
Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. 
Selanjutnya Tim melakukan operasi pengamanan kawasan hutan 
lindung dan berusaha mencari dan menangkap siapa pelaku 
penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung Buttu bulo-bulo 
Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Dalam 
mendapatkan lokasi tempat penebangan kayu tersebut kemudian 
saksi Syamsul Bahri,S.Hut Bin Syamsuddin bersama dengan TIM 
melakukan lacak bala sehingga pada Tanggal 15 Agustus 2013 
ditemukan sebuah lokasi penebangan kayu jenis Tipulu sebanyak 
1(satu) pohon yang sudah diolah dalam bentuk bantalan atau 
pacakan sebanyak 8 (delapan) bayang dengan panjang 4 meter 
kemudian dilanjutkan pencarian lokasi lain namun saksi Syamsul 
Bahri,S.Hut bin Syamsuddin bersama dengan Tim akhirnya keluar 
dari hutan dan pada saat keluar dari hutan saksi Syamsul 
Bahri,S.Hut bin Syamsuddin bersama dengan Tim menemukan 
kayu bentuk bantalan atau pecakan sebanyak 7 (tujuh) batang 
dengan panjang 4 meter tepatnya di pinggir jalan dimana kayu 
tersebut adalah jenis Tipulu selanjutnya saksi Syamsul Bahri,S.Hut 
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bin Syamsuddin bersama dengan Tim mencari informasi siapa 
yang melakukan penebangan kayu tersebut dan bertemu dengan 
saksi SULAIMAN Alias AMBO CUANG dan akhirnya ditemukan titik 
terang bahwa lokasi penebangan kayu jenis Tipulu sebanyak 1 
(satu) pohon yang sudah diolah, terdiri atas 8 (delapan) batang 
dalam bentuk bantalan atau pacakan dengan panjang 4 meter dan 
7 (tujuh) batang bantalan atau pacakan dengan panjang 4 meter 
ditemukan di pinggir jalan adalah kayu yang telah ditebang oleh 
terdakwa, Pian (DPO) dan saksi Andi Zainuddin Bin Sultan Alias 
Attana Ikhsan (berkas penuntutan terpisah) berdasarkan informasi 
saksi SULAIMAN Alias AMBO CUANG. 
Bahwa terdakwa, Pian dan saksi Andi Zainuddin Bin Sultan 
Alias Attana Ikhsan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut 
diatas melakukan penebangan satu (1) pohon kayu jenis tipulu 
dengan menggunakan mesin gergaji CHAIN CAW kemudian 
dirubah bentuk menjadi 15 bantalan atau pacakan dengan panjang 
4 meter, dimana lokasi penebangan terletak pada titik koordinat 
dengan menggunakan alat berupa JPS (alat menentukan titik 
koordinat) dari Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang yaitu S 03 
43 51,7 dan F 119 55 39 dan hasil pengukuran tersebut dapat 
diperoleh hasil bahwa lokasi yang dikerjakan terdakwa, Pian dan 
saksi Andi Zainuddin Bin Sultan Alias Attana Ikhsan termasuk 
dalam lokasi kawasan hutan lindung.  
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Bahwa yang menyuruh terdakwa, Pian dan saksi Andi 
Zainuddin Bin Sultan Alias Attana Ikhsan melakukan penebangan 1 
(satu) pohon kayu jenis tipulu tersebut dikawasan hutan lindung 
buttu bulo-bulo Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang adalah 
saksi Amiruddin Dalle dan saksi Andi Natsir dan tanpa memiliki hak 
atau izin dari pejabat yang berwenang. 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Adapun isi dakwaan Penuntut Umum terhadap seseorang 
yang turut serta melakukan tindak pidana illeggal logging yang 
dilakukan oleh terdakwa Rusdar Bin Santi Alias Rudda yang 
dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri 
Enrekang yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut: 
Bahwa terdakwa Rusdar Bin Sanri Alias Rudda, pada bulan 
Juli 2013 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada satu 
waktu dalam Tahun 2013, bertempat di Kawasan Hutan Lindung 
Buttu Bulo-Bulo Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten 
Enrekang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih 
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, 
“setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau 
memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin 
dari pejabat yang berwenang ssebagai orang yang melakukan, 
yang menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu”, 
perbuatan tersebut dilakukan dengan terdakwa dengan cara 
sebagai berikut : 
Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa telah 
terjadi penebangan pohon di salah satu kawasan hutan lindung 
yang ada di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang kemudian 
ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Tugas Kepala Dinas 
Kehutanan dengan Nomor : 356/090/ST/VIII/2013 tanggal 1 
Agustus 2013 dan Nomor : 356/090/ST/VIII/2013 tanggal 13 
Agustus 2013 untuk melakukan patroli sekaligus mengecek 
kebenaran informasi tersebut dimana terjadinya lokasi penebang 
pohon. Pada saat masuk dalam kawasan hutan lindung itu akhirnya 
saksi Syamsul Bahri,S.Hut Bin Syamsuddin, saksi Ikwan Ammar 
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Bin Ammar alias Iwan dan saksi Iswahyudi,A.Md Bin Baso alias 
Wawan menemukan lokasi penebangan kayu tersebut di mana 
lokasinya termasuk dalam kawan hutan lindung Buttu bulo-bulo 
Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. 
Selanjutnya Tim melakukan operasi pengamanan kawasan hutan 
lindung dan berusaha mencari dan menangkap siapa pelaku 
penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung Buttu bulo-bulo 
Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Dalam 
mendapatkan lokasi tempat penebangan kayu tersebut kemudian 
saksi Syamsul Bahri,S.Hut Bin Syamsuddin bersama dengan TIM 
melakukan lacak bala sehingga pada Tanggal 15 Agustus 2013 
ditemukan sebuah lokasi penebangan kayu jenis Tipulu sebanyak 
1(satu) pohon yang sudah diolah dalam bentuk bantalan atau 
pacakan sebanyak 8 (delapan) bayang dengan panjang 4 meter 
kemudian dilanjutkan pencarian lokasi lain namun saksi Syamsul 
Bahri,S.Hut bin Syamsuddin bersama dengan Tim akhirnya keluar 
dari hutan dan pada saat keluar dari hutan saksi Syamsul 
Bahri,S.Hut bin Syamsuddin bersama dengan Tim menemukan 
kayu bentuk bantalan atau pecakan sebanyak 7 (tujuh) batang 
dengan panjang 4 meter tepatnya di pinggir jalan dimana kayu 
tersebut adalah jenis Tipulu selanjutnya saksi Syamsul Bahri,S.Hut 
bin Syamsuddin bersama dengan Tim mencari informasi siapa 
yang melakukan penebangan kayu tersebut dan bertemu dengan 
saksi SULAIMAN Alias AMBO CUANG dan akhirnya ditemukan titik 
terang bahwa lokasi penebangan kayu jenis Tipulu sebvanyak 1 
(satu) pohon yang sudah diolah menjadi yang sudah diolah terdiri 
atas 8 (delapan) batang dalam bentuk bantalan atau pacakan 
dengan panjang 4 meter dan 7 (tujuh) batang bantalan atau 
pacakan dengan panjang 4 meter ditemukan di pinggir jalan adalah 
kayu yang telah ditebang oleh terdakwa, Pian (DPO) dan saksi Andi 
Zainuddin Bin Sultan Alias Attana Ikhsan (berkas penuntutan 
terpisah) berdasarkan informasi saksi SULAIMAN Alias AMBO 
CUANG. 
Bahwa terdakwa, Pian dan saksi Andi Zainuddin Bin Sultan 
Alias Attana Ikhsan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut 
diatas melakukan penebangan satu (1) pohon kayu jenis tipulu 
dengan menggunakan mesin gergaji CHAIN CAW kemudian 
dirubah bentuk menjadi 15 bantalan atau pacakan dengan panjang 
4 meter, dimana lokasi penebangan terletak pada titik koordinat 
dengan menggunakan alat berupa JPS (alat menentukan titik 
koordinat) dari Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang yaitu S 03 
43 51,7 dan F 119 55 39 dan hasil pengukuran tersebut dapat 
diperoleh hasil bahwa lokasi yang dikerjakan terdakwa, Pian dan 
saksi Andi Zainuddin Bin Sultan Alias Attana Ikhsan termasuk 
dalam lokasi kawasan hutan lindung. Hal ini diperkuat dari 
keterangan ahli yang menyatakan bahwa berdasarkan Peta Kerja 
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Kehutanan Kabupaten Enrekang untuk wilayah Latimojong dengan 
wilayah meliputi Kecamatan Curio, Kecamatan Malua dan 
Kecamatan Baraka, Kelompok Hutan Siambo dengan wilayah 
meliputi Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Alla, Kecamatan 
Masalle dan Kecamatan Baroko, Kelompok Hutan Batu Mila 
dengan wilayah meliputi Kecamatan Enrekang dan Kecamatan 
Cendana, Kelompok Hutan Salu Bungin dengan wilayah meliputi 
Kecamatan Baraka, Kecamatan Bungin, Kecamatan Enrekang dan 
Kecamatan Maiwa, Kelompok Hutan Salu Ampuno dengan wilayah 
Kecamatan Maiwa, Kelompok Hutan Salu Pasang dengan wilayah 
Kecamatan Maiwa, Kelompok Hutan Batu Palli dengan wilayah 
meliputi Kecamatan Maiwa, Kecamatan Enrekang dan Kecamatan 
Cendana, Kelompok Hutan Pana Rajanna dengan wilayah 
Kecamatan Alla dan lokasi yang dikerjakan oleh terdakwa, Pian dan 
saksi Andi Zainuddin Bin Sultan Alias Attana Ikhsan berada di 
Kelompok Hutan Salu Bulo-Bulo dengan wilayah Kecamatan 
Maiwa. 
Bahwa yang menyuruh terdakwa, Pian dan saksi Andi 
Zainuddin Bin Sultan Alias Attana Ikhsan melakukan penebangan 1 
(satu) pohon kayu jenis tipulu tersebut dikawasan hutan lindung 
buttu bulo-bulo Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang adalah 
saksi Amiruddin Dalle dan saksi Andi Natsir dan tanpa memiliki hak 
atau izin dari pejabat yang berwenang, atas perbuatan terdakwa, 
Pian dan saksi Andi Zainuddin Bin Sultan Alias Attana Ikhsan 
Negara mengalami Kerugian sebesar Rp.2.014.610,-. (dua juta 
empat belas ribu enam ratus sepuluh rupiah). 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana sesuai dengan Pasal 50 Ayat (3) huruf e  Jo Pasal 78 Ayat 
(5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo 
Undang-Undang NO.19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 
Kehutanan Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 
KUHP. 
Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa 
menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau 
bantahan; 
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya 
tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
 
1. SYAMSUL BAHRI.,S.Hut bin SYAMSUDDIN: 
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2013 sekitar 10.00 WITA, 
terjadi penebangan hutan di dalam kawasan hutan lindung 
Buttu Bulo-Bulo Desa Tuncung Kecamatan Maiwa, Kabupaten 
Enrekang; 
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- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa 
telah terjadi penebangan pohon di salah satu kawasan hutan 
lindung yang ada di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang; 
- Bahwa kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat 
Tugas Kepala Dinas Kehutanan untuk melakukan patroli 
sekaligus mengecek kebenaran informasi tersebut dimana 
terjadinya lokasi penebangan pohon; 
- Bahwa pada saat masuk dalam kawasan hutan lindung itu, 
saksi, saksi ikwan Ammar dan saksi Iswahyudi menemukan 
lokasi penebangan kayu tersebut dimana lokasinya termasuk 
dalam kawasan hutan lindung Buttu Bulo-Bulo Desa Tuncung 
Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang; 
- Bahwa selanjutnya TIM  melakukan operasi pengamanan 
kawasan hutan lindung dan berusaha mencari dan 
menangkap siapa pelaku penebangan pohon dalam kawasan 
hutan lindung tersebut; 
- Bahwa dalam mendapatkan lokasi tempat penebangan kayu 
tersebut kemudian saksi bersama dengan TIM melakukan 
lacak bala sehingga pada tanggal 15 Agustus 2013 ditemukan 
sebuah lokasi penebangan kayu jenis Tipulu sebanyak 1 
(satu) pohon yang sudah diolah dalam bentuk bantalan atau 
pacakan sebanyak 8 (delapan) batang dengan panjang 4 
meter kemudian dilanjutkan pencarian lokasi lain namun saksi 
bersama dengan TIM tidak berhasil menemukan lokasi 
penebangan lagi; 
- Bahwa saksi bersama dengan TIM akhirnya keluar dari hutan 
dan pada saat keluar dari hutan dengan TIM menemukan 
kayu bentuk bantalan atau pacakan sebanyak 7 (tujuh) batang 
dengan panjang 4 meter tepatnya dipinggir jalan dimana kayu 
tersebut adalah jenis Tipulu; 
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan TIM mencari 
informasi siapa yang melakukan penebangan kayu tersebut 
dan bertemu dengan saksi SULAIMAN dan akhirnya 
ditemukan titik terang bawha lokasi penebangan kayu jenis 
Tipulu sebanyak 1 (satu) pohon yang sudah diolah terdiri atas 
8 (delapan) batang dalam bentuk bantalan atau pacakan 
dengan panjang 4 meter dan 7 (tujuh) batang dalam bentuk 
bantalan atau pacakan dengan panjang 4 meter yang 
ditemukan dipinggir jalan adalah kayu yang telah ditebang 
oleh tedakwa, Pian dan saksi Zainuddin; 
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 
434/Menhut/II/2009, menetapkan bahwa kawasan hutan Buttu 
Bulo-Bulo Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten 
Enrekang masuk dalam kawasan Hutan lindung; 
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penebangan tanpa adanya 
ijin dari pihak berwenang; 
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- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Negara dirugikan 
sebesar Rp.2.014.610,-. (dua juta empat belas ribu enam 
ratus sepuluh rupiah) 
- Bahwa tempat penebangan kayu oleh terdakwa merupakan 
kawasan hutan lindung yaitu Kelompok Hutan Latimojong; 
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang 
diperlihatkan dipersidangan; 
Atas keterangan saksi ini, terdakwa tidak mengetahuinya; 
2. ISWAHYUDI.,A.MD bin BASO PALALLO alias WAWAN: 
- Bahwa pada sekitar bulan juli 2013 sekitar 10.00 WITA, terjadi 
penebangan hutan di dalam kawasan hutan lindung Buttu 
Bulo-Bulo Desa Tuncung Kecamatan Maiwa, Kabupaten 
Enrekang; 
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa 
telah terjadi penebangan pohon di salah satu kawasan hutan 
lindung yang ada di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang; 
- Bahwa kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat 
Tugas Kepala Dinas Kehutanan untuk melakukan patroli 
sekaligus mengecek kebenaran informasi tersebut dimana 
terjadinya lokasi penebangan pohon; 
- Bahwa pada saat masuk dalam kawasan hutan lindung itu, 
saksi, saksi Ammar dan saksi Syamsul Bahri menemukan 
lokasi penebangan kayu tersebut dimana lokasinya termasuk 
dalam kawasan hutan lindung Buttu Bulo-Bulo Desa Tuncung 
Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang; 
- Bahwa selanjutnya TIM melakukan operasi pengamanan 
kawasan hutan lindung dan berusaha mencari dan 
menangkap siapa pelaku penebangan pohon dalam kawasan 
hutan lindung tersebut; 
- Bahwa dalam mendapatkan lokasi tempat penebangan kayu 
tersebut kemudian saksi bersama dengan TIM melakukan 
lacak bala sehingga pada tanggal 15 Agustus 2013 ditemukan 
sebuah lokasi penebangan kayu jenis Tipulu sebanyak 1 
(satu) pohon yang sudah diolah dalam bentuk bantalan atau  
pacakan sebanyak 8 (delapan) batang dengan panjang 4 
meter kemudian dilanjutkan pencarian lokasi lain namun saksi 
bersama dengan TIM tidak berhasil menemukan lokasi 
penebangan lagi; 
- Bahwa saksi bersama dengan TIM akhirnya keluar dari hutan 
dan pada saat keluar dari hutan dengan TIM menemukan 
kayu bentuk bantalan atau pacakan sebanyak 7 (tujuh) batang 
dengan panjang 4 meter tepatnya dipinggir jalan dimana kayu 
tersebut adalah jenis Tipulu; 
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan TIM mencari 
informasi siapa yang melakukan penebangan kayu tersebut 
dan bertemu dengan saksi SULAIMAN dan akhirnya 
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ditemukan titik terang bahwa lokasi penebangan kayu jenis 
Tipulu sebanyak 1 (satu) pohon yang sudah diolah terdiri atas 
8 (delapan) batang dalam bentuk bantalan atau pacakan 
dengan panjang 4 meter dan 7 (tujuh) batang bantalan atau 
pacakan dengan panjang 4 meter yang ditemukan dipinggir 
jalan adalah kayu yang telah ditebang oleh terdakwa, Pian 
dan saksi Zainuddin; 
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 
434/Menhut/II/2009, menetapkan bahwa kawasan hutan Buttu 
Bulo-Bulo Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten 
Enrekang masuk dalam kawasan Hutan lindung; 
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penebangan tanpa adanya 
ijin dari pihak berwenang; 
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Negara dirugikan 
sebesar Rp.2.014.610,-. (dua juta empat belas ribu enam 
ratus sepuluh rupiah). 
- Bahwa tempat penebangan kayu oleh terdakwa merupakan 
kawasan hutan lindung yaitu Kelompok Hutan Latimojong; 
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang 
diperlihatkan dipersidangan; 
Atas keterangan saksi ini, terdakwa tidak mengetahuinya; 
3. IKHWAN AMAR bin AMMAR alias IWAN: 
- Bahwa pada sekitar bulan juli 2013 sekitar 10.00 WITA, terjadi 
penebangan hutan di dalam kawasan hutan lindung Buttu 
Bulo-Bulo Desa Tuncung Kecamatan Maiwa, Kabupaten 
Enrekang; 
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa 
telah terjadi penebangan pohon di salah satu kawasan hutan 
lindung yang ada di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang; 
- Bahwa kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat 
Tugas Kepala Dinas Kehutanan untuk melakukan patroli 
sekaligus mengecek kebenaran informasi tersebut dimana 
terjadinya lokasi penebangan pohon; 
- Bahwa pada saat masuk dalam kawasan hutan lindung itu, 
saksi, saksi Syamsul Bahri dan saksi Iswahyudi menemukan 
lokasi penebangan kayu tersebut dimana lokasinya termasuk 
dalam kawasan hutan lindung Buttu Bulo-Bulo Desa Tuncung 
Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang; 
- Bahwa selanjutnya TIM melakukan operasi pengamanan 
kawasan hutan lindung dan berusaha mencari dan 
menangkap siapa pelaku penebangan pohon dalam kawasan 
hutan lindung tersebut; 
- Bahwa dalam mendapatkan lokasi tempat penebangan kayu 
tersebut kemudian saksi bersama dengan TIM melakukan 
lacak bala sehingga pada tanggal 15 Agustus 2013 ditemukan 
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sebuah lokasi penebangan kayu jenis Tipulu sebanyak 1 
(satu) pohon yang sudah diolah dalam bentuk bantalan dan 
pacakan sebanyak 8 (delapan) batang dengan panjang 4 
meter kemudian dilanjutkan pencarian lokasi lain namun saksi 
bersama dengan TIM tidak berhasil menemukan lokasi 
penebangan lagi; 
- Bahwa saksi bersama dengan TIM akhirnya keluar dari hutan 
dan pada saat keluar dari hutan dengan TIM menemukan 
kayu bentuk bantalan atau pacakan sebanyak 7 (tujuh) batang 
dengan panjang 4 meter tepatnya dipinggir jalan dimana kayu 
tersebut adalah jenis Tipulu; 
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan TIM mencari 
informasi siapa yang melakukan penebangan kayu tersebut 
dan bertemu dengan saksi SULAIMAN dan akhirnya 
ditemukan titik terang bahwa lokasi penebangan kayu jenis 
TIipulu sebanyak 1 (satu) pohon yang sudah diolah terdiri atas 
8 (delapan) batang dalam bentuk bantalan atau pacakan 
dengan panjang 4 meter dan 7 (tujuh) batang bantalan atau 
pacakan dengan panjang 4 meter yang ditemukan di pinggir 
jalan adalah kayu yang telah ditebang oleh terdakwa, Pian 
dan saksi Zainuddin; 
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 
434/Menhut/II/2009, menetapkan bahwa kawasan hutan Buttu 
Bulo-Bulo Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten 
Enrekang masuk dalam kawasan Hutan lindung; 
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penebangan tanpa adanya 
ijin dari pihak berwenang; 
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Negara dirugikan 
sebesar Rp.2.014.610,-. (dua juta empat belas ribu enam 
ratus sepuluh rupiah) 
- Bahwa tempat penebangan kayu oleh terdakwa merupakan 
kawasan hutan lindung yaitu Kelompok Hutan Latimojong; 
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang 
diperlihatkan dipersidangan; 
Atas keterangan saksi ini, terdakwa tidak mengetahuinya; 
4. SULAIMAN bin SALLEANG alias AMBO CUANG: 
- Bahwa pada bulan Juli 2013, didalam kawasan hutan Buttu 
Bulo-Bulo, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Enrekang, 
saksi telah menarik kayu keluar dari hutan; 
- Bahwa kayu yang ditari sebanyak 7 (tujuh) batang dalam 
bentuk bantalan; 
- Bahwa yang menarik kayu tersebut yakni saksi, saksi Hasan 
dan saksi Sarai; 
- Bahwa saksi dan saksi Sarai menarik kayu tersebut 
menggunakan Kerbau sedangkan saksi Hasan menggunakan 
Sapi; 
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- Bahwa saksi menarik kayu sebanyak 3 (tiga) batang 
sedangkan saksi Sarai dan saksi Hasan masing-masing 
menarik sebanyak 2 (dua) batang; 
- Bahwa cara menarik kayu tersebut yakni kayu dililit dengan 
rantai besi lalu diikatkan pada sapi lalu ditarik; 
- Bahwa saksi menarik kayu karena disuruh oleh saksi 
Zainuddin yang mana kayu tersebut merupakan milik saksi 
Andi Natsir; 
- Bahwa menurut terdakwa jika saksi Zainuddin  dan 
terdakwalah yang menebang kayu tersebut atas suruhan saksi 
Andi Natsir; 
- Bahwa kayu yang ditebang sebanyak 1 (satu) pohon; 
- Bahwa saksi hanya menarik sebanyak 7 (tujuh) buah bantalan 
kayu sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) buah bantalan 
belum diangkut karena tidak ada kesepakatan harga; 
- Bahwa saat menarik kayu tersebut, saksi sempat meminta 
kenaikan upah angkut pada saksi Andi Natsir dan disepakati 
ditambah menjadi Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu 
rupiah); 
Atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya; 
5. HASAN bin TANG alias BAPAK AWAL; 
- Bahwa pada bulan Juli 2013, didalam kawasan hutan Buttu 
Bulo-Bulo, Desa Tancung, Kecamatan Maiwa, Enrekang, 
saksi telah menarik kayu keluar dari hutan; 
- Bahwa kayu yang ditari sebanyak 7 (tujuh) batang dalam 
bentuk bantalan; 
- Bahwa yang menarik kayu tersebut yakni saksi, saksi 
Sulaiman dan saksi Sarai; 
- Bahwa saksi Sulaiman dan saksi Sarai menarik kayu tersebut 
menggunakan Kerbau, sedangkan saksi menggunakan Sapi; 
- Bahwa saksi Sulaiman menarik kayu sebanyak 3 (tiga) batang 
sedangkan saksi Sarai dan saksi masing-masing menarik 
sebanyak 2 (dua) batang; 
- Bahwa cara menarik kayu tersebut yakni kayu dililit  dengan 
rantai besi lalu diikatkan pada sapi lalu ditarik; 
- Bahwa saksi menarik kayu karena disuruh oleh saksi 
Zainuddin yang mana kayu tersebut merupakan milik saksi 
Andi Natsir; 
- Bahwa menurut saksi Zainuddin jika terdakwalah dan saksi 
Zainuddin yang menebang kayu tersebut atas suruhan saksi 
Andi Natsir; 
- Bahwa kayu yang ditebang sebanyak 1 (satu) pohon; 
- Bahwa saksi hanya menarik sebanyak 7 (tujuh) buah bantalan 
kayu sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) buah bantalan 
belum diangkut karena tidak ada kesepakatan harga; 
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- Bahwa saat menarik kayu tersebut, saksi sempat meminta 
kenaikan upah angkut pada saksi Andi Natsir dan disepakati 
ditambah menjadi Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu 
rupiah); 
Atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya; 
6. SARAI bin TALEBA alias PAPA CADDA; 
- Bahwa pada bulan juli 2013, didalam kawasan hutan Buttu 
Bulo-Bulo, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Enrekang, 
saksi telah menarik kayu keluar dari hutan; 
- Bahwa kayu yang ditari sebanyak 7 (tujuh) batang dalam 
bentuk bantalan; 
- Bahwa yang menarik kayu tersebut yakni saksi Sulaiman, 
saksi Hasan dan saksi; 
- Bahwa saksi Sulaiman dan saksi menarik kayu tersebut 
menggunakan Kerbau, sedangkan saksi Hasan menggunakan 
Sapi; 
- Bahwa saksi Sulaiman dan saksi menarik kayu tersebut 
menggunakan Kerbau, sedangkan saksi Hasan menggunakan 
Sapi; 
- Bahwa saksi Sulaiman menarik kayu sebanyak 3 (tiga) batang 
sedangkkan saksi dan saksi Hasan masing-masing menarik 
sebanyak 2 (dua) batang; 
- Bahwa cara menarik kayu tersebut yakni kayu dililit dengan 
rantai besi lalu diikatkan pada sapi lalu ditarik; 
- Bahwa saksi menarik kayu karena disuruh oleh saksi 
Zainuddin yang menebang kayu tersebut atas suruhan saksi 
Andi Natsir; 
- Bahwa kayu yang ditebang sebanyak 1 (satu) pohon; 
- Bahwa saksi hanya menarik sebanyak 7 (tujuh) buah bantalan 
kayu sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) buah bantalan 
belum diangkut karena tidak ada kesepakatan harga; 
- Bahwa saat menarik kayu tersebut, saksi sempat meminta 
kenaikan upah angkut pada saksi Andi Natsir dan disepakati 
ditambah menjadi Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu 
rupiah); 
Atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya; 
7. AMIRUDDIN DALLE.,SE bin DALLE alias AMIR; 
- Bahwa pada bulan Juli 2013, terjadi penebangan hutan di 
kawasan hutan lindung Butto Bulo-Bulo, Desa Tuncung, 
Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang; 
- Bahwa saksi selaku kepala Desa Tuncung; 
- Bahwa yang melakukan penebangan kayu yakni terdakwa, 
saksi Zainuddin dan Pian; 
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Zainuddin 
mengatakan jika akan menebang kayu karena disuruh oleh 
saksi Andi Natsir; 
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- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah kayu yang ditebang 
oleh saksi Zainuddin dan terdakwa; 
Atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya; 
8. Drs. ANDI NATSIR.,M.Si bin ANDI BONGA; 
- Bahwa pada bulan Juli 2013, terjadi penebangan hutan 
Lindung Buttu Bulo-Bulo, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, 
Enrekang; 
- Bahwa saksi memesan kayu melalui saksi Amiruddin Dalle; 
- Bahwa kemudian saksi Amiruddin Dalle mengatakan kepada 
saksi jika kayu tersebut telah siap; 
- Bahwa segala sesuatunya mengenai kayu tersebut melalui 
saksi Amiruddin Dalle dan saksi hanya memesan saja; 
- Bahwa yang menyuruh saksi Zainuddin dan terdakwa 
menebang adalah saksi Amiruddin Dalle; 
- Bahwa saksi tahu yang menebang kayu tersebut adalah 
terdakwa; 
- Bahwa saksi tahu terdakwa pekerjaannya sebagai tukang 
chainsaw; 
- Bahwa penarik kayu pernah datang meminta tambahan uang, 
namun saksi menyuruh untuk berhubungan dengan saksi 
Amiruddin  Dalle; 
Atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya; 
9. ANDI ZAINUDDIN 
- Bahwa pda bulan Juli 2013, terjadi penebangan hutan Lindung 
Buttu Bulo-Bulo, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, 
Enrekang; 
- Bahwa saksi melakukan penebangan hutan sebanyak 1 (satu) 
pohon Tipulu yang diolah menjadi 15 (lima belas) buah 
bantalan sepanjang 4 (meter); 
- Bahwa saksi melakukan penebangan hutan bersama dengan 
terdakwa dan Pian; 
- Bahwa saksi melakukan penebangan dengan menggunakan 2 
(dua) chainsaw yakni milik terdakwa dan milik saksi sendiri; 
- Bahwa saksi menebang pohon setelah mendapatkan ijin dari 
saksi Amiruddin Dalle selaku kepala Desa karena pesanan 
dari saksi Andi Natsir; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kawsan hutan yang 
ditebang merupakan kawasan hutan lindung 
- Bahwa pohon yang setelah ditebang dan dipotong menjadi 
bantalan lalu olah tukang Tarik ditarik ke pinggir jalan; 
- Bahwa saksi dalam melakukan penebangan pohon tersebut 
tanpa ijin dari pihak berwenang; 





Dari hasil penyidikan serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dalam persidangan, dapat disumpulkan bahwa perbuatan terdakwa 
secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) 
huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan Jo Undang-Undang No. 19 tahun 2004 Tentang 
Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 
Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang No. 41 Tahun 1999 
Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) 
Ke- 1 KUHP. 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan No. Reg. Perkara : PDM-
08/Ep.3/R.4.24/04/2014, maka Jaksa Penuntut Umum pada 
Kejaksaan Negeri Enrekang :  
MENUNTUT 
Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :  
1. Menyatakan terdakwa Rusdar Bin Sanri Aias Rudda telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan menuntut hukum melakukan 
Tindak Pidana “setiap orang di larang menebang pohon atau 
memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa 
memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang sebagai 
orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau ikut 
melakukan perbuatan itu” sebagaimana diatur dalam Pasal 50 
Ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Undang-Undang No.19 
Tahun 2004 Tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas 
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi 
Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana 
di dakwakan dalam dakwaan tunggal. 
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2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana 
penjara 8 (delapan) bulan dikurangkan sepenuhnya selama 
masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa, dengan 
perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
3. Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta), 
apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 1 
(satu) bulan kurungan. 
4. Menyatakan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) unut gergaji mesin (Chain sow) merk STHIL warna 
oranye putih 
- 15 batang kayu jenis Tipulu dalam bentuk bantalan. 
Digunakan dalam pembuktian perkara lain yang dilakukan 
penuntutan terpisah an terdakwa Amiruddin Dalle 
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah. 
 
 
4. Amar Putusan 
Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara Nomor : 
52/Pid.B/2014/PN.Ekg ini sebagai berikut : 
MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa RUSDAR BIN SANRI ALIAS RUDDA, 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “MENEBANG POHON DI DALAM HUTAN TANPA HAK”, 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terakwa RUSDAR BIN SANRI 
ALIAS RUDDA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terhadap terdakwa sebesar 
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika 
pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 
kurungan selama 1 (satu) bulan; 
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
6. Menyatakan barang bukti berupa : 
- 15 (lima belas) batang kayu jenis Tipuluh dalam bentuk 
pancakan/bantalan; 
- 1 (satu) unut mesin chainsaw Merk Star; 
 Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan 
dalam perkara lain atas nama Amiruddin Dalle; 
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) 
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5. Analisis Penulis 
Dari segi hukum pidana formil, penulis ingin menganalisis 
Putusan Nomor. 52/PID.B/2014/PN.EKG di atas telah memenuhi 
prosedur hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang No.81 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana. 
 Dalam surat putusan pemidanaan tersebut di atas, telah 
memuat hal-hal yang harus dimuat dalam suatu putusan 
pemidanaan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 197 
KUHAP sebagai berikut : 
Ayat (1) surat pemutusan pemidanaan memuat : 
a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; 
b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis 
kelamin kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan 
terdakwa; 
c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; 
d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari 
pemerikasaan di sidang yang menjadi dasar penentuan 
kesalahan terdakwa; 
e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; 
f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
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pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan 
perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, 
disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan 
terdakwa; 
g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim 
kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal; 
h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi 
semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan 
kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan; 
i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan 
menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai 
barang bukti; 
j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan 
dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik 
dianggap palsu; 
k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan 
atau dibebaskan; 
l. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim 
yang memutus dan nama Panitera; 
Ayat (2) 
Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, 




Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam 
undang-undang ini. 
Putusan Pengadilan Nomor. 52/Pid.B/2014/PN.EKG juga 
telah didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah 
untuk membuktikan tentang keyakinan tidak terjadinya tindak 
pidana dan tidak ketidak bersalahan terdakwa. Sebagaimana 
ditetapkan dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan 
sebagai berikut : 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang 
ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”  
 
Dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP menyebutkan mengenai 
alat bukti yang sah, adapun isi pasal tersebut 184 sebagai berikut : 
Ayat (1) alat bukti yang sah ialah : 
a. Keterangan Saksi; 
b. Keterangan Ahli; 
c. Surat; 
d. Petunjuk; 
e. Keterangan Terdakwa. 
Dalam ketentuan Pasal 185 KUHAP mengatur mengenai 
keterangan saksi sebagai alat bukti, adapun isi Pasal 185 KUHAP 
sebagai berikut:  
ayat (1)  
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Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi 
nyatakan di sidang pengadilan.  
ayat (2)  
Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa 
terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang   
didakwakakepadanya. 
ayat (3)  
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku 
apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. 
ayat (4)  
Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang 
suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai salah 
satu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada 
hubungannya satu   dengan   yang   lain   sedemikian   rupa,   
sehingga dapat memberikan kebenaran adanya suatu kejadian  
atau keadaan tertentu.  
ayat (5)  
Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil 
pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi 
ayat (6)  
Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim 
harus sungguh-sungguh memperhatikan : 
a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.  
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b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.  
c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi 
keterangan yang tertentu. 
d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang 
pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya 
keterangan itu dipercaya. 
ayat (7)  
Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai 
satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila 
keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang 
disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah 
yang lain. 
Dalam kasus Illegal Logging diatas terdapat 8 (delapan) 
orang saksi dibawah sumpah yakni : 
1. Saksi Syamsul Bahri., S.Hut Bin Syamsuddin; 
2. Iswahyudi., A.Md Bin Baso Palallo alias Wawan; 
3. Ikhwan Amar Bin Ammar alias Iwan; 
4. Sulaiman Bin Salleang alias Ambo Cuang; 
5. Hasan Bin Tang alias Bapak Awal; 
6. Sarai Bin Taleba alias Papa Cadda; 
7. Amiruddin Dalle., S.E Bin Dalle alias Amir; 
8. Drs. Andi Natsir., M.Si Bin Amdi Bonga; 
9. Andi Zainuddin.  
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Semua keterangan saksi saling bersesuain dan ditambah dengan 
beberapa alat bukti lain seperti kerangan Terdakwa, petunjuk, dan 
barang bukti. Dari sisi  Hukum  Pidana  Formil  terdakwa  juga  
memilih  untuk  tidak  didampingi  penasehat hukum sesuai dengan 
Pasal 56 ayat (1) KUHAP. 
Selanjutnya, Penulis akan menganalisis dari sisi hukum 
pidana materil yakni  persyaratan untuk   dapat   dipidananya   
seseorang. Dalam perkara diatas terdakwa didakwa dengan 
dakwaan tunggal yaitu Pasal 50 Ayat (3) huruf e jo Pasal 78 Ayat 
(5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo 
Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas 
Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi 
Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. 
Adapun unsur-unsur dari berdasarkan isinya adalah sebagai 
berikut : 
1. Setiap Orang; 
2. Dilarang menebang pohon atau menanam atau 
memungut hasil hutan di dalam hutan; 
3. Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang 
berwenang; 
4. Orang yang melakukan. Menyuruh melakukan atau turut 
serta melakukan. 
 
 Ad. 1.Unsur “Setiap Orang”; 
 
 Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek 
hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan 
pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam 
keadaan sehat; 
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 Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan 
terdakwa dimana terdakwa RUSDAR BIN SANRI ALIAS RUDDA 
diduga melakukan perbuatan pidana dan dihadapkan ke 
persidangan dan mengakui seluruh identitasnya dalam dakwaan 
penuntut umum di persidangan jelas unsur ini ditujukan kepada 
terdakwa dan dapat dimintakan pertanggungjawaban karena dalam 
keadaan sehat; 
 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah 
terpenuhi; 
   
Ad. 2. Unsur “Dilarang menebang pohon atau memanen atau 
memungut hasil hutan di dalam hutan”; 
 
 Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sebagai 
pilihan unsur yang apabila salah satu rumusan unsur telah 
terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini; 
 Menimbang, bahwa berawal sekitar bulan pada bulan Juli 
2013, didalam kawasan hutan Buttu Bulo-Bulo, Desa Tuncung, 
Kecamatan Maiwa, Enrekang, terdakwa telah melakukan 
penebangan hutan; 
 Bahwa terdakwa melakukan penebangan hutan bersama 
dengan saksi Zainuddin dan Pian; 
 Bahwa terdakwa melakukan penebangan sebanyak 1 (satu) 
buah pohon Jenis Tipulu yang diolah menjadi 15 (lima belas) buah 
bantalan sepanjang 4 (empat) meter; 
 Bahwa sebelumnya saksi Zainuddin diberitahukan oleh saksi 
Amiruddin Dalle jika saksi Andi Natsir mencari kayu jenis Tipulu; 
Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga dengan saksi 
Amiruddin Dalle, saksi Zainuddin bersama dengan terdakwa lalu 
menebang pohon tersebut; 
 Bahwa setelah kayu tersebut dibuat dalam bentuk bantalan, 
lalu oleh penarik kayu, ditarik ke pinggir jalan; 
Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut 
didalam kawasan hutan lindung yang dilarang karena merupakan 
kawasan hutan lindung yaitu Kelompok Hutan Latimojong; 
Menimbang, bahwa dengan terdakwa melakukan 
penebangan pohon jenis tipulu di kawasan hutan lindung Buttu 
Bulo-Bulo, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten 
Enrekang, di dalam kawasan yang terlarang yang mana kayu 
tersebut diolah menjadi 15 (lima belas) buah bantalan, maka 






Ad. 3. Unsur “Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang 
berwenang”; 
 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yakni 
legalitas perbuatan tersebut; 
Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya 
melakukan penebangan pohon jenis Tipulu di kawasan Hutan 
Lindung Buttu Bulo-Bulo, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, 
Kabupaten Enrekang tanpa adanya ijin dari pihak 
terkait/berwenang; 
 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; 
 
Ad. 4. Unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan 
atau turut serta melakukan”; 
 
 Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sebagai pilihan 
unsur; 
 
Berdasarkan pembuktian unsur pidana dalam perbuatan 
terdakwa diatas, didukung oleh fakta hukum yang kuat. Dalam 
persidangan juga tidak ditemukan adanya  alasan  pembenar  dan  
pemaaf. Sehingga  tidak  ada  alasan pengecualian pidana. 
Putusan Majelis Hakim yang berisikan pemidanaan, menurut 
penulis adalah sudah tepat. Kualifikasi perbuatan pidana yang 
dirumuskan  dalam  undang - undang  ini  adalah  memuat  
rumusan tindak pidana formil yaitu larangan melakukan suatu 
perbuatan tertentu, seperti perbuatan terdakwa yang menebang 
pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan 
tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. 
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B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Terhadap Seseorang yang Turut Serta melakukan Tindak Pidana 
Illegal Logging Dalam Putusan Nomor 52/Pid.B/2014/PN.Ekg. 
1. Perimbangan Hakim 
Dalam perkara No. 52/Pid.B/2014/PN.Ekg dalam hal ini 
terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan 
yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana telah diuraikan 
sebelumnya dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 50 Ayat 
(3) huruf e jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 Tentang Kehutanan jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 
Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 
Kehutanan Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 
KUHP. 
Tindakan yang dilakukan terdakwa oleh hakim harus 
dibuktikan dengan mengkaji unsur-unsur dari Pasal 50 Ayat (3) 
huruf e jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
Tentang Kehutanan jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 
Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang 
Kehutanan Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 
KUHP tersebut kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang 
terungkap dipersidangan serta alat bukti dengan menganalisanya. 
Adapun unsur-unsur dari berdasarkan isinya adalah sebagai 
berikut : 
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5. Setiap Orang; 
6. Dilarang menebang pohon atau menanam atau 
memungut hasil hutan di dalam hutan; 
7. Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang 
berwenang; 
8. Orang yang melakukan. Menyuruh melakukan atau turut 
serta melakukan. 
 
Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan 
mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi 
atau tidak Pasal 50 Ayat (3) huruf e jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Undang-
Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-
Undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut yaitu sebagai 
berikut : 
 Ad. 1.Unsur “Setiap Orang”; 
 
 Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek 
hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan 
pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam 
keadaan sehat; 
 Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan 
terdakwa dimana terdakwa RUSDAR BIN SANRI ALIAS RUDDA 
diduga melakukan perbuatan pidana dan dihadapkan ke 
persidangan dan mengakui seluruh identitasnya dalam dakwaan 
penuntut umum di persidangan jelas unsur ini ditujukan kepada 
terdakwa dan dapat dimintakan pertanggungjawaban karena dalam 
keadaan sehat; 
 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah 
terpenuhi; 
   
Ad. 2. Unsur “Dilarang menebang pohon atau memanen atau 
memungut hasil hutan di dalam hutan”; 
 
 Menimbang,  bahwa unsur ini bersifat alternative sebagai 
pilihan unsur yang apabila salah satu rumusan unsur telah 
terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini; 
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 Menimbang, bahwa berawal sekitar bulan pada bulan Juli 
2013, didalam kawasan hutan Buttu Bulo-Bulo, Desa Tuncung, 
Kecamatan Maiwa, Enrekang, terdakwa telah melakukan 
penebangan hutan; 
 Bahwa terdakwa melakukan penebangan hutan bersama 
dengan saksi Zainuddin dan Pian; 
 Bahwa terdakwa melakukan penebangan sebanyak 1 (satu) 
buah pohon Jenis Tipulu yang diolah menjadi 15 (lima belas) buah 
bantalan sepanjang 4 (empat) meter; 
 Bahwa sebelumnya saksi Zainuddin diberitahukan oleh saksi 
Amiruddin Dalle jika saksi Andi Natsir mencari kayu jenis Tipulu; 
Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga dengan saksi 
Amiruddin Dalle, saksi Zainuddin bersama dengan terdakwa lalu 
menebang pohon tersebut; 
 Bahwa setelah kayu tersebut dibuat dalam bentuk bantalan, 
lalu oleh penarik kayu, ditarik ke pinggir jalan; 
Bahwa terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut 
didalam kawasan hutan lindung yang dilarang karena merupakan 
kawasan hutan lindung yaitu Kelompok Hutan Latimojong; 
Menimbang, bahwa dengan terdakwa melakukan 
penebangan pohon jenis tipulu di kawasan hutan lindung Buttu 
Bulo-Bulo, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten 
Enrekang, di dalam kawasan yang terlarang yang mana kayu 
tersebut diolah menjadi 15 (lima belas) buah bantalan, maka 
perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur ini; 
 
Ad. 3. Unsur “Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang 
berwenang”; 
 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yakni 
legalitas perbuatan tersebut; 
Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya 
melakukan penebangan pohon jenis Tipulu di kawasan Hutan 
Lindung Buttu Bulo-Bulo, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, 
Kabupaten Enrekang tanpa adanya ijin dari pihak 
terkait/berwenang; 
 Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; 
 
Ad. 4. Unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan 
atau turut serta melakukan”; 
 






2. Analisis Penulis 
Setelah memperhatikan amar putusan. Terlihat bahwa hakim 
dalam menjatuhkan putusan pada terdakwa terhadap perkara 
Nomor 52/Pid.B/2014/PN.Ekg sudah tepat. Dasar pertimbangan 
Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta 
yuridis yang terungkap didepan persidangan dan oleh undang-
undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan 
tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 
keterangan terdakwa, keterangan saksi, petunjuk, barang bukti dan 
unsur-unsur delik yang didakwakan ditambah dengan hakim 
haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana 
atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak 
pidana yang didakwakan kepadanya. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang Bapak 
Harwansyah.,S.H. (tanggal 20 Desember 2015) yang menerangkan 
bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan 
penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, hal 
tersebut yang menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim 
untu mejatuhkan putusan pada perkara tersebut terdakwa dijerat 
dengan tindak pidana menebang pohon di dalam hutan tanpa hak 
pada Pasal 50 Ayat (3) huruf e jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Undang-
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Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-
Undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. 
Majelis Hakim juga menimbang apakah ada alasan yang 
dapat menjadi alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun, 
pada perkara ini tidak ditemukan dasar untuk mengahapuskan 
pidana atas diri terdakwa. 
Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat 
mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pada perkara ini 
putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan 
Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal 
yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yang menjadi 
pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Adapun 
hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam 
perkara ini yaitu : 
Hal-hal yang memberatkan: 
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program 
pemerintah dalam pemberantasan Illegal Logging; 
- Perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan 
sekitarnya. 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar 
jalannya persidangan; 
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- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulanginya; 
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan disertai fakta-fakta 
yang terungkap dipersidangan, serta tuntutan pidana penuntut 
umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan, maka 
Majelis Hakim melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa 






Dari uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Penerapan Hukum pidana, baik hukum pidana materil maupun 
hukum pidana formil terhadap seseorang yang turut serta 
melakukan tindak pidana menebang pohon di dalam hutan tanpa 
hak dalam Putusan Nomor. 52/Pid.B/2014/PN.Ekg, yang telah 
diterapkan  dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-
unsur dalam dakwaaan Pasal 50 Ayat (3) huruf e jo Pasal 78 Ayat 
(5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2004 tentang perubahan atas Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan menjadi Undang-undang jo Pasal 55 Ayat (1) 
Ke-1 KUH-Pidana. Dalam menegakkan perbuatan terdakwa telah 
sesuai dengan ketentuan KUHAP dan UU Kehutanan. 
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor : 
52/Pid.B/2014/PN.Ekg terdakwa dipidana dengan pidana penjara 6 
(Enam) bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
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menebang pohon di dalam hutan tanpa hak. Pertimbangan Hakim 
dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap pelaku dalam 
perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan 
baik dari pertimbangan yuridis, fakta-fakta persidangan, keterangan 
para saksi, alat bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal yang 
mendukung. Dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta 
yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat 
dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan 
pertimbangan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana menebang pohon di dalam 
hutan, oleh karena terbukti bersalah maka terdakwa dijatuhi pidana 
yang dipandang setimpal dengan perbuatannya. 
B. Saran   
Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran 
yang terkait dengan penelitian penulis antara lain : 
1. Disarankan bagi para penegak hukum agar dalam menangani 
suatu kasus yang berhubungan dengan hutan khususnya hutan 
lindung agar lebih tegas dalam penanganan dan pengenaan sanksi 
terhadap para pelaku tindak pidana illegal logging,mengingat fungsi 
pokok hutan lindung sebagai perlindungan sistem penyangga 
kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, 
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memilhara 
kesuburan tanah. 
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2. Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum dalam mejatuhkan Pidana, melainkan pada dua 
alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim 
harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada 
persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, 
menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak 
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